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DAERAH KABUPATEN BOALEMO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOALEMO, 

bahwa untuk mencapai tujuan keberhasilan program 

kependudukan dan keluarga berencana yang bertumpu 

tersedianya sistem Informasi manajemen, mekanisme 

operasional yang baku serta sumber daya manusia sampai 

dengan lini lapangan, utamanya peran Petugas Lapangan 

KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) Institusi Masyarakat 

Pedesaan/Perkotaan, 

dan 

. bahwa kedudukan pengawas/koordinator kecamatan Petugas 

Lapangan KB/Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan 

merupakan ujung tombak pelaksanaan program di lapangan 

dalam menunjang keberhasilan program Kependudukan, 

  Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, 

bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan Petugas 

  Lapangan KB/Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan 

PPKBD dan Sub PPKBD), perlu dukungan operasional yang 
  

hyata mulai dari penggerakan kegiatan, pengelolaan dan 

    pelaksanaan hingga pengumpulan data basis melalui 

pendataan keluarga,       
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mi ependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di 

untuk meningkatkan penggerakan program 

lini 

lapangan, perlu dukungan operasional penggerakan lini 

lapangan program Kependudukan, KB dan Pembangunan 

Keluarga,



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk 

Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan, Keluarga 

Berencana, dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Boalemo, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3965), 

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080), 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398), 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679), 

 



10. 

11, 

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik 

Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6233), 

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 

. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302), 

| 
 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten 

Boalemo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Boalemo Nomor 3): 

13. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita 

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 586), 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PELAKSANAAN 

PENGGERAKAN LINI LAPANGAN PROGRAM 

KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN 

PEMBANGUNAN KELUARGA DAERAH KABUPATEN 

BOALEMO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Boalemo. 

5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 

tinggal di Indonesia. 

6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, 

pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi 

kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta 

lingkungan penduduk setempat | 

 



Ik 

dala 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, 

atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 

anaknya. 

. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang 

hidup dalam lingkungan yang sehat. 

. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia 

ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan 

bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang 

berkualitas. 

Lini Lapangan adalah aktifitas penyelenggaraan operasional program KB di 

wilayah yang paling dekat dengan klien, yaitu Kecamatan-Desa-Dusun- 

Keluarga. 

Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki 

kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KB di lini lapangan, 

yaitu PPLKB/Kepala UPT KB/Koordinator PLKB, PKB/PLKB, IMP ( PPKBD, 

Sub PPKBD, Kelompok KB/KS), Kader POKTAN (BKB, BKR, BKL, UPPKS), 

Mitra potensial. 

Penyuluh Keluarga Berencana selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan 

penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan di bidang 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di tingkat daerah 

Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. 

Petugas Lapangan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat PLKB adalah 

Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat 

yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk 

melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan 

KKB. 

Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah wadah pengelolaan dan 

pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat 

Kelurahan/Desa, Dusun kebawah seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB 

dan kelompok-kelompok kegiatan (Poktan) yang merupakan bagian dari 

kegiatan kelompok keluarga berencana. 

Mitra kerja adalah individu atau institusi baik dari unsur pemerintah dan non 

pemerintah disemua tingkatan wilayah yang berperan dalam mendukung 

kegiatan program KKBPK. 

Tim Operasional Program KB (TOP) Desa adalah tim yang terdiri dari unsur 

PLKB/PKB, PPKBD, Toma/Toga dan Mitra Kerja dibawah koordinasi Kepala 

Desa memiliki tugas mengendalikan operasional program KKBPK di wilayah 

Desa | 

 



17. Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakor Kecamatan) adalah pertemuan yang 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23, 

24. 

29. 

26. 

27 

melibatkan berbagai unsur di tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh Camat 

dan membahas program pembangunan tingkat Kecamatan termasuk 

program KKBPK 

Rapat Koordinasi Desa (Rakor Desa) adalah pertemuan ditingkat 

Desa/Kelurahan yang melibatkan berbagai unsur yang dipimpin oleh Kepala 

Desa yang membahas program pembangunan desa termasuk program 

KKBPK. 

Penggerakan Program KB Tingkat Desa adalah suatu upaya yang dilakukan 

oleh Kader PPKBD untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta 

masyarakat dalam Program KKBPK ditingkat Desa yang meliputi kegiatan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pembinaan peserta KB, dan 

melakukan pencatatan pelaporan. 

Penggerakan Program KB Tingkat Dusun adalah suatu upaya yang 

dilakukan oleh kader Sub PPKBD untuk meningkatkan kepedulian dan 

peran serta masyarakat dalam Program KB ditingkat Dusun yang meliputi 

kegiatan pendataan dan pemetaan, KIE, pembinaan peserta KB, dan, 

pencatatan pelaporan kegiatan. 

Bina Keluarga Balita, yang selanjutnya disingkat BKB, adalah kelompok 

kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada orang 

tua dan anggota keluarga lainnya tentang cara pengasuhan tumbuh 

kembang anak balita. 

Bina Keluarga Remaja, yang selanjutnya disingkat BKR, adalah kelompok 

kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang 

memiliki anak remaja tentang pembinaan tumbuh kembang anak remaja. 

Bina Keluarga Lansia, yang selanjutnya disingkat BKL, adalah kelompok 

kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang 

memiliki anggota keluarga lansia dalam peningkatan kualitas hidup lansia. 

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, yang selanjutnya 

disingkat UPPKS, adalah wadah bagi keluarga peserta KB khususnya 

Keluarga Pra Sejahtera, yang saling berinteraksi dalam melakukan berbagai 

kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. 

Drop Out, yang selanjutnya disingkat DO, adalah akseptor KB aktif yang 

tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi dengan alasan apapun setelah 

suatu periode pemakaian 

Peserta Baru, yang selanjutnya disingkat PB adalah pasangan usia subur 

yang pertama kali menggunakan kontrasepsi dalam suatu periode tertentu 

Reporting/Recording, yang selanjutnya disingkat R/R adalah kegiatan 

pencatatan dan pelaporan berbagai aspek yang berkaitan dengan program 

ji | 
 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan 

Operasional Penggerakan Program Kependudukan Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga di Lini Lapangan untuk mendukung 

tercapainya sasaran akselerasi Program KKBPK. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut : 

a. meningkatkan peran petugas lini lapangan dalam operasionalisasi 

kegiatan program KKBPK. 

b. meningkatkan kegiatan pembinaan peserta KB. 

Cc. meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap kelompok BKB, BKR, PIK- 

R, BKL dan UPPKS. 

d. meningkatkan peran BKB, BKR, PIK-R, BKL dan UPPKS, serta Institusi 

Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam pelaksanaan kegiatan operasional 

program KKBPK. 

e. membangun komitmen mitra kerja Kabupaten dalam pelaksanaan 

program KKBPK. 

f. membangun komitmen pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 

program KKBPK. 

g. memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah, serta 

membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan 

pembangunan KKBPK di wilayah kerja. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan Keluarga 

Berencana Dan Pembangunan Keluarga Daerah Kabupaten Boalemo meliputi : 

1) Penggerakan Program KKBPK tingkat Desa 

2) Penggerakan Program KKBPK tingkat Dusun 

3) Rapat koordinasi KB Tingkat Desa



BAB IV 

PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 

Penggerakan program KKBPK tingkat Desa 

Pasal 5 

Penggerakan program KKBPK tingkat Desa dengan sasaran PPKBD, Sub-PPKBD, 

Kader Poktan bertujuan : 

1) Memantapkan peran bhakti PPKBD dan Sub PPKBD dalam pelaksanaan 

program KKBPK tingkat Desa dan Dusun 

2) Meningkatkan partisipasi keluarga terhadap KKBPK 

3) Meningkatkan pembinaan terhadap kader. 

Pasal 6 

Penggerakan program KKBPK tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 

berbentuk kegiatan : 

1) KIE kelompok/Individu kepada keluarga oleh PPKBD. 

2) Pembinaan peserta KB pasca pelayanan (menjaga agar tidak DO dan tidak 

terjadi komplikasi). 

3) Membuat Pencatatan dan Pelaporan (R/R). 

4) Pertemuan lengkap Institusi tingkat Desa. 

5) Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di 

tingkat Desa. 

6) Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. 

7) Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan 

perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak. 

8) Pelatihan pengelolaan kapasitas Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS). 

9) Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan 

keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi. 

10) Pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan 

keluarga. 

11) Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa. 

12) Pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak. 

13) Pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada 

perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang. 

14) Bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader 

pembangunan manusia (KPM)



15) Sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga 

Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia 

16) Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin antara lain : 

- Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja 

- Pelatihan Pendidik Sebaya (Peer Educator) pada kelompok Pik-R. 

- Pelatihan Kader Desa pendamping remaja (pendampingan sebaya) 

- Pendampingan remaja oleh pendidik Sebaya 

Pasal 7 

Hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan Penggerakan program KKBPK 

tingkat Desa meliputi : 

1) Terselenggaranya KIE oleh PKB/ PLKB 

2) Meningkatnya pencapaian PB 

3) Terbinanya peserta KB 

4) Terselenggaranya pembinaan terhadap kader 

5) Terselenggaranya pencataan dan pelaporan 

6) Meningkatnya wawasan kader PPKBD dan Sub PPKBD terhadap program 

KKBPK 

7) Tertatanya kelembagaan/kepengurusan PPKBD dan Sub PPKBD 

8) Meningkatnya kegiatan KIE dan Konseling kepada keluarga oleh kader 

PPKBD dan Sub PPKBD 

9) Menjaga ketersediaan alokon (PIL dan Kondom)dan mendistribusikannya 

kepada peserta KB ulangan agar tidak terjadi DO 

10) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam ber-KB 

Bagian Kedua 

Penggerakan Program KKBPK tingkat Dusun 

Pasal 8 

Penggerakan program KKBPK tingkat Dusun dengan sasaran Sub PPKBD 

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi keluarga terhadap KB 

Pasal 9 

Penggerakan program KKBPK tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada pasal 

8 berbentuk kegiatan : 

1) Pendataan dan pemetaan 

2) KIE (kelompok/kunjungan rumah) 

3) Pembinaan peserta KB 

4) R/R 

 



Pasal 10 

Hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan Penggerakan program KKBPK 

tingkat Dusun meliputi : 

1) Tersedianya Peta Keluarga yang dapat dijadikan sebagai lokasi sasaran 

program KKBPK (Bumil, Unmet Need, pembinaan PA, sasaran PB 

berdasarkan tahap KS) 

2) Terselenggaranya KIE oleh Kader 

3) Meningkatnya pencapaian PB 

4) Terbinanya peserta KB 

5) Terlaksananya pencatatan pelaporan kegiatan 

6) Terbinanya Kader 

Bagian Ketiga 

Rapat koordinasi KB Tingkat Desa 

Pasal 11 

Rapat koordinasi KB Tingkat Desa dengan sasaran Kepala Desa/BPD, Toma- 

Toga, PKB/PLKB, IMP dan mitra kerja lainnya dalam bentuk pertemuan 

bertujuan untuk menyusun dan menyepakati rencana operasional bulanan 

program KKBPK tingkat Desa 

Pasal 12 

Rapat koordinasi KB Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 

dilaksanakan dapat : 

1) Mengevaluasi pencapaian pelayanan KB dan KS 

2) Tersusunnya Rencana operasional KIE dan Pelayanan KB-KS tingkat desa 

BAB V 

PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

1) Pembiayaan pelaksanaan penggerakan lini lapangan Program Kependudukan 

Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Daerah Kabupaten Boalemo 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 



2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan 

dalam Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan 

Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Daerah Kabupaten Boalemo 

3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

bersama pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan 

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 

BAB V 

PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo, 

Ditetapkan di Tilamuta 

  

Diundangkan di Tilamuta 

pada tanggal 3 Februari 2020 

SEKRETARIS DAERAH UPATEN BOALEMO, 

  

(BERITA DAERAH KABUYATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 3 )


